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Abstrak 

Indonesia dicengangkan oleh putusan Mahkamah Konststusi yang berkaitan 

dengan status anak di luar pernikahan yang sah. Meskipun dinilai bukanlah niatan 

utama para anggota MK untuk melegalkan perzinaan, akan tetapi banyak pihak 

yang memprediksi hal ini akan menimbulkan banyak interpretasi yang salah dan 

bermuara pada pembukaan ruang yang sangat lebar terhadap praktek perzinaan. 

Dalih utama dibalik putusan itu adalah untuk melindungi status anak yang 

lahir di luar pernikahan yang sah dan hak-hak asasi (HAM) mereka, karena 

sejatinya mereka tidak tahu menahu apa yang menyebabkan mereka kehilangan 

hak-hak yang selayaknya dimiliki oleh normalnya anak-anak yang lahir dalam 

pernikahan yang sah, dan apa yang menimpa mereka bukanlah dalam kuasa 

mereka, akan tetapi pada orangtua mereka. Jadi, apabila ada pencabutan hak atas 

suatu perbuatan tertentu, haruslah hak orangtua mereka yang dicabut. 

Umat Islam yang sangat menentang praktek perzinaan, dan hal-hal yang 

berkaitan dengannya, dimotori oleh para ulama yang concern dengan putusan 

tersebut, angkat suara dengan lantangnya untuk menolak putusan No. 46/PUU-

VIII/2010 tersebut. Berlandaskan asas sadd-adz-dzari’ah, mayoritas umat Islam 

menolak dengan tegas putusan tersebut, berlandaskan tujuan untuk menutup rapat-

rapat peluang merebaknya praktek perzinaan. 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Status Anak, Nikah 

 

Abstract  

Indonesia was astonished by the Constitutional Court ruling relating to the 

status of a child outside of a legal marriage. Although it is considered not the main 

intention of the Constitutional Court members to legalize adultery, many people 

predict this will lead to many wrong interpretations and lead to the opening of very 

wide space to the practice of adultery. 

The main reason behind the verdict was to protect the status of children 

born out of legitimate marriages and their human rights because in truth they did 

not know what caused them to lose the rights that normal children should have. 

born into a legal marriage, and what befalls them is not in their power, but in their 

parents. So, if there is revocation of the right to a certain act, their parents' rights 

must be revoked. 

Muslims who are very opposed to the practice of adultery, and matters 

relating to it, driven by the scholars who are concerned with the verdict, raise their 
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voices with their voices to reject decision No. 46 / PUU-VIII / 2010. Based on the 

principle of sadd-adz-dzari'ah, the majority of Muslims firmly reject the ruling, 

based on the aim of closing meetings for opportunities for the spread of adultery 

practices. 

Keywords: Constitutional Court, Child Status, Marriage 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 Kontroversi mengenai putusan yang telah ditetapkan bertahun-bertahun 

kebelakang ini masih saja menarik untuk diperbincangkan saat ini, karena 

bagaimanapun juga, putusan ini menimbulkan banyak hasil hukum yang terlahir 

dari banyak sudut pandang maqashid dan perspektif. Hal ini disebabkan oleh 

adanya perbedaan pembacaan daripada maksud MK oleh masyarakat dengan 

berbagai macam kepentingan. 

 Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, dengan tidak dicatatkan dalam 

arsip negara yang legal, atau nikah sirri, harusnya tidak memiliki hubungan 

keperdataan apapun dengan ayah biologisnya maupun dengan keluarganya, yang 

menyebabkan terputusnya hak saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya, 

begitu juga terputusnya hak-hak lain yang terjadi akibat tidak adanya hubungan 

keperdataan antara dua belah pihak. Jadi, anak hanya memiliki hubungan perdata 

dan nasab hanya kepada Ibu dan keluarga ibunya. Dalam hal ini, anak tidak 

mendapatkan nasab maupun harta warisan dari ayah biologisnya, dan hal inilah 

yang selanjutnya akan menjadi pokok tuntutan yang mendasari putusan MK nomor 

46 tersebut. 

 Putusnya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis ternyata 

belumlah menjadi putusan final, hal ini disebabkan oleh dampak hukum yang lahir 

dari putusan MK yang menjadikan hubungan keperdataan antara keduanya bisa 

terjalin apabila sang ayah mengakui hubungan dirinya dengan sang anak secara 

sukarela, dengan catatan bahwa menurut pasal 283 dan 273 KUHPer, tidaklah 

termasuk dalam anak luar nikah yang dapat diakui oleh ayah biologisnya, anak-

anak hasil perzinaan dan hasil kawin sumbang (incest), ataupun ia tidak 

mengakuinya namun sang anak dapat membuktikannya dengan alat bukti ilmiah 

yang menyatakan bahwa keduanya memang sedarah. Apabila memang terbukti 

bahwa kedua belah pihak memiliki hubungan darah maka hubungan keperdataan 

dapat terjalin dan hak-hak yang semula terputus dapat dituntut maupun diajukan.  

 Menilik kepada kasus yang melatarbelakangi putusan MK ini, maka 

sesungguhnya putusan ini bukanlah suatu putusan yang didasarkan atas sebuah 
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pemikiran yang gegabah, ditambah lagi apabila melihat kepada lembaga peradilan 

hukum dimana kasus ini diputuskan. Kasus ini sebetulnya layaknya kasus-kasus 

hukum lainnya, terjadi akibat adanya gesekan antara satu tataran undang-undang 

dengan lainnya, yang masih saja sering dimanfaatkan oleh segelintir masyarakat 

yang berkepentingan. Tataran hukum yang berlaku di indonesia yang masih sangat 

bervariasi inilah yang terkadang dilihat sebagai kelemahan dan pada saat yang 

sama sebagai sebuah kesempatan untuk mewujudkan kasus berkepentingan mereka 

ini. Indonesia yang majemuk menuntuk kemajemukan hukum yang berlaku,karena 

pada faktanya, manusia tidak bisa hidup tanpa bersosialisasi (al insaanu 

madaniyyun bith thab’ie). Perkawinan, yang menjadi awal dari kasus ini, adalah 

salah satu hal yang sering menjadi obyek daripada kemajemukan ini, legal bagi 

satu tataran hukum, belum tentu legal di tataran hukum yang lain. Hal ini ini yang 

menjadi alasan gugatan terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi untuk 

melakukan uji materiil. Diantara pasal yang diajukan oleh penggugat untuk 

dilakukan uji materiil adalah: 

UUD  1945 
UU No 1 Th 1974 tentang 

Perkawinan 

Pasal 28 B ayat 1 

“ Setiap orang berhak membentuk 

keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah “ 

Pasal 2 ayat 2 

“ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku “ 

Pasal 28 B ayat 2 

“ Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi “ 

Pasal 43 ayat 1 

“ Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya “ 

Pasal 28 D ayat 1 

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum “ 

  



Vol. 12 No. 1, Januari 2019  Jurnal Al-‘Adl 

 

157 

 Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang pertama 

kali menggugat Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang 

meminta agar puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui 

sebagai anak dari Alm. Moerdiono mantan Menteri Sekretaris Negara di era 

Presiden Soeharto. Machica dan Moerdiono melakukan perkawinan siri pada 

tanggal 20 Desember 1993 dan memperoleh anak laki-laki tersebut. Pada tahun 

1998, Machica bercerai dengan Moerdiono dan Moerdiono tidak mengakui 

Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai anaknya.  

 Pada tahun 2010 Machica menggugat Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) 

UU No. 1 Tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi untuk di judicial review. Pasal 2 

ayat (2) merumuskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang 

yang berlaku sedangkan Pasal 43 ayat (1) merumuskan bahwa anak yang dilahirkan 

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarganya. Keberadaan 2 (dua) pasal di atas yang membuat Machica merasakan 

ketidakadilan bagi dirinya dan kaum perempuan.  

 

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pandangan hukum positif dan HAM (UDHR) terhadap putusan 

MK nomor 46/PUU-VIII/2010? 

2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap putusan MK nomor 46/PUU-

VIII/2010? 

3. Apakah solusi terbaik untuk pemenuhan hak-hak anak yang lahir di luar 

perkawinan yang sah? 

 

PEMBAHASAN 
 

1. Pandangan Hukum Positif dan HAM 

 Sesungguhnya banyak sekali hukum positif Indonesia yang mengatur 

perihal perlindungan anak dan hak-hak yang berkiatan dengannya. Karena 

bagaimanapun juga negara ini telah sadar akan pentingnya membina generasi 

mudanya sejak dini, dengan memberikan kedudukan yang pantas bagi anak dalam 

negara. Kedudukan seorang anak pada umumnya memiliki posisi yang sangat 

penting di dalam kehidupan keluarganya maupun negara. Sebab bagaimanapun 

juga anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya 

manusia, merupakan potensi yang besar dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. 
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Anak memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka menjamin pertumbuhan 

fisik, mental dan social secara utuh,serasi, selaras dan seimbang
1
. 

 Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang 

menjelaskan tentang definisi anak, menyebutkan bahwa anak adalah semua orang 

yang belum menginjak usia delapan belas tahun dan termasuk juga yang masih 

dalam kandungan
2
. Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan 

yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya 

perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain 

berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak 

yang demikian disebut anak sah.Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah 

keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut 

anak yang demikian ini adalah anak luar kawin
3
. 

 Tentang Anak di luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (B.W.) terdapat dua jenis anak di luar kawin yaitu : pertama adalah anak 

yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana keduanya tidak terdapat 

larangan untuk kawin, dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk 

kawin,Karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang atau jika salah 

satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Kedua adalah anak 

zina yaitu anak yang dilahirkan diluar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya 

supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak 

terdapat hubungan hukum.Jadi meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh ibu, 

ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu.Jika tidak maka tidak ada hubungan 

hukum antara ibu dan anak
4
. 

 Pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-

hak anak sebagai berikut : “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan 

dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam 

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”Anak berhak atas 

pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai 

dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik anak berhak 

atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun 

                                                 
1
Darwan Prinst, Hukum Anak di Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 

2. 
2
J.Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Alumni,1992), hlm. 151. 

3
J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang. (Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5. 
4
Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, ( Jakarta: PT. Reneka 

Cipta, 1997), hlm. 145. 
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sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup 

yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

yang wajar
5
.Pada pasal 321 KUH.Perdata disebutkan bahwa “Tiap-tiap anak 

berwajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya dan para keluarga 

sedarahnya dalam garis ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin”. 

Selanjutnya dalam pasal 323 KUH.Perdata dijelaskan bahwa “Kewajiban-

kewajiban yang timbul karena ketentuan-ketentuan dalam kedua pasal yang lalu, 

adalah bertimbal balik”. 

 Menurut dua pasal tersebut, maka timbul hubungan timbal-balik untuk 

menafkahi antara orang tua dan anak apabila salah satu dari keduanya tidak 

mampu. Sudah barang tentu anak adalah tanggung jawab orang tuanya untuk diberi 

nafkah sampai dapat berdiri sendiri atau menikah dan orang tua menjadi tanggung 

jawab anaknya apabila sudah berusia lanjut ataupun tak mampu mencari nafkah. 

 Mengenai masalah kewarisan bagi anak luar kawin, hukum di Indonesia 

memberikan solusi agar anak luar kawin dapat memperoleh bagian warisan dari 

ayahnnya, yaitu dengan cara diakuinya anak tersebut oleh ayahnya. Namun 

pengakuan anak luar kawin ini hanya diperuntukkan bagi golongan keturunan 

Tionghoa yang diatur dalam K.U.H.Perdata.Dalam K.U.H.Perdata hak waris anak 

luar kawin yang diakui, diatur pada Pasal 862-866 dan Pasal 867 ayat (1). Ahli 

Waris anak luar kawin timbul jika pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin 

tersebut. Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut 

harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Dalam 

K.U.H.Perdata dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan 

hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar 

kawin dengan ayah ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah ibunya 

tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum 

itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang 

mengakuinya saja (Pasal 872 K.U.H.Perdata)
6
 

 Menurut pendapat R. Soebakti bahwa hubungan tali kekeluargaan beserta 

dengan segala akibat-akibatnya terutama hak mewarisi antara anak dan orang 

tuanya baru bisa terjadi apabila ada pengakuan dari orang tuanya. Sebagaimana 

                                                 
5
Yusuf Thalib, Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif, (Jakarta: BPHN, 1984), hlm. 

132. 
6
 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Cet. II, 

(Jakarta: Kencana Media Group, 2006), hlm. 87. 
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yang tertuang dalam pasal 272 KUH Perdata yang berbunyi
7
, “Kecuali anak-anak 

yang dibenihkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang 

diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya 

akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya 

menurut ketentuan Undang-Undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam 

akta perkawinan sendiri”. 

 Menurut ketua Komnas Perlindungan Anak (KPAI)Aris Merdeka Sirait, 

dibutuhkan perubahan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membuat suatu landasan 

hukum yang sah, dalam upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah 

untuk memperoleh hak keperdataannya.Komisi perlindungan anak Indonesia 

mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran 

karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat atau 

kawin siri, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang 

ada di Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi putusan MK beberapa waktu lalu 

yang mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar pernikahan sah 

dalam UU perkawinan.  

 Konvensi PBB juga mengemukakan bahwa pengakuan keperdataan dalam 

bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh negara, tidak 

harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan. Tetapi juga sebagai hak 

konstitusi, hak keperdataan, itu adalah hak yang sangat mendasar dan 

konstitusional
8
. 

 Menurut KUHPerdata ada tiga tingkatan status hukum dari anak luar kawin 

yaitu: 

a. Anak di luar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua orang tuanya. 

b. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang 

tuanya. 

c. Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang 

tuanya melangsungkan perkawinan sah
9
. 

                                                 
7
R.Subekti dan Titrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk 

Wetboek)dengan tambahan undang-undang Agraria dan Undang-Undang Perkawian, (Jakarata: 

Pradnya Paramita, 2001), hlm. 68. 
8
Syafran Sofyan,dalam PutusanMahkamah Konstitusi Tentang Status  Anak  Luar Kawin, 

diakses pada 6 juni 2017. 

9
Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan keluarga,(Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 41. 
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 Sesuai dengan Klasifikasi di atas dapat di pahami bahwa untuk menjadikan 

seorang anak luar kawin sah di mata hukum dan memperoleh haknya selaku anak 

dalam hal waris, maka anak luar kawin perlu mendapat sebuah pengakuan dari 

salah satu atau kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuannya melangsungkan 

perkawinan belum memberikan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum 

perkawinan, maka pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan surat 

pengesahan dari Kepala Negara. 

 Amar putusan dalam putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 

menyatakan bahwa mahkamah menerangkan apa yang menjadi hukum (declaratoir) 

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang berbunyi, “anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai 

menghilangkan hubungan perdata laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah sebagai bapaknya.Kemudian Mahkamah meniadakan hukum 

tersebut dan menciptakan hukum yang baru (constitutief), “anak yang dilahirkan di 

luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya.” 

 Putusan ini bersifat declaratoir constitutief yang artinya menegaskan bahwa 

pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian 

meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang permasalahan kedudukan anak 

di luar perkawinan.Penciptaan hukum baru tentang permasalahan hukum 

kedudukan anak di luar perkawinan memberikan payung hukum terhadap anak 

tersebut, sehingga kewajiban orang tua, dalam hal ini adalah bapak biologisnya, 

akan sampai kepada pemenuhan hak-hak anak. Keadilan yang diambil majelis 

hakim konstitusi dalam hal ini didasarkan pada keadilan rasional, yang mana 

hubungan perdata anatara bapak dan anak bukan hanya dapat diwujudkan melalui 

hubungan perkawinan namun juga melalui hubungan darah. 

 Tidaklah putusan ini tanpa concurring opinion dari para pemerhati hukum 

positif dalam menanggapi hal putusan MK tersebut. Hakim Konstitusi, Maria 

Farida Indrati dalam alasan berbeda (concurring opinion) menyatakan bahwa
10

, 

                                                 
10

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, hlm. 

43-44. 
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dalam pernyataannya ia mengemukakan kerugian-kerugian yang timbul akibat dari 

suatu pernikahan yang tidak didasarkan atas  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 

Pada anak luar kawin, kerugian utama yang didapat adalah tidak diakuinya 

hubungan anak tersebut dengan ayah biologisnya. Sehingga mengakibatkan adanya 

kerugian sosial-psikologis terhadap anak karena adanya sikap diskriminatif dan 

stigma di tengah masyarakat. 

 Pada dasarnya, Hakim Maria Farida menyadari bahwa ini adalah resiko dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan, namun tidaklah pada tempatnya jika si anak juga 

harus menanggung kerugian akibat perbuatan orang tuanya. Jika dianggap sebuah 

saksi, maka harusnya resiko ini ditanggaung oleh laki-laki dan wanita yang 

melakukan perkawinan, bukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 

 

2. Pandangan hukum islam 

 Oleh sebagian besar umat islam, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 

dinilai melanggar ajaran Islam dan tatanan hukum islam. Hukum islam menyatakan 

bahwa, status anak diluar nikah disamakan statusnya dengan anak zina dan anak 

li’an, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut: (a). tidak ada 

hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab 

dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun 

secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara 

manusiawi, bukan secara hukum. (b). tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, 

karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan. (c). bapak 

tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu 

kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak 

berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya
11

. 

 Perbedaan perlindungan hukum antara anak dari hasil hubungan zina 

dengan anak dalam ikatan perkawinan, telah diterangkan dalam beberapa hadits 

sahih yang menentukan bahwa anak hasil hubungan zina tidak memiliki hubungan 

keperdataan dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.Nabi Muhammad 

Saw bersabda: “Anak adalah bagi yang empunya hamparan (suami), dan bagi 

pezina batu (tidak berhak mendapat anak yang dilahirkan dari hubungan di luar 

nikah melainkan diserahkan kepada ibunya). (HR. Bukhari-Muslim, Malik dan 

Abu Daud). Dalam kasus li’an dimana suami menuduh istri berzina, anak tidak ikut 

bapaknya dari segi nasab, tetapi ibunya. Sebagaimana hadits Abu Daud: “dan Rasul 

                                                 
11

 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad,(Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 195 
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menetapkan agar anaknya tidak dinasabkan kepada seorang ayah pun.” Dalam 

hadits Imam Ahmad, ditetapkan agar anak ikut si wanita atau ibunya.Mahkamah 

Konstitusi dalam hal ini telah melampuai permohonan yang sekedar menghendaki 

pengakuan hubungan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan tapi 

tidak dicatatkan di KUA menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas 

anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. MUI 

menilai putusan MK ini sangat berlebihan, melampuai batas, dan bersifat “over 

dosis” serta bertentangan dengan ajaran islam dan pasal 29 UUD 45
12

. 

 Menurut Makruf, putusan MK itu memiliki konsekuensi yang sangat luas, 

termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil 

zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya karenahal demikian tidak 

dibenarkan oleh ajaran islam.Akibat nyata putusan MK, kini kedudukan anak hasil 

zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan 

yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris. 

 Dengan demikian, sudah jelask putusan MK ini telah menyebabkan 

lembaga perkawinan menjadi kurang relevan apalagi sekedar pencatatannya, 

mengingat penyamaan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil perkawinan 

yang sah. Hal ini sangat menurunkan derajad kesucian dan keluhuran lembaga 

perkawinan, bahkan pada tingkat ekstrem dapat muncul pendapat tidak dibutuhkan 

lagi lembaga perkawinan karena orang tidak perlu harus menikah secara sah 

apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum anak. 

 Dampak negatif lainnya hadir dalam segi teknis dengan adanya putusan 

MK ini, maka keadaan itu semua berubah. Diakuinya anak luar kawin (hasil 

biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan 

bapak biologisnya. Hal ini berakibat pula adanya hubungan waris. Jadi, si anak 

berhak atas warisan ayahnya tersebut. Ini tentu saja merepotkan pembagian warisan 

yang dilakukan oleh notaris. Kondisi tersebut menimbulkan masalah apabila 

warisan sudah terlanjur dibagikan kepada anak yang sah dari perkawinan. Lalu 

tiba-tiba muncul anak luar kawin yang mengklaim dan membawa bukti bahwa dia 

juga anak biologis dari pewaris. Selain itu berdampak kepada jual beli harta 

warisan, misalnya berupa tanah. Kekhawatiran lain misalnya suatu waktu dalam 

pembuatan Akta Jual Beli, tetapi tiba-tiba datang anak luar kawin yang menuntut 

karena merasa mempunyai hak waris. 

                                                 
12

Ma’ruf Amin, MUI : Putusan MK Sembrono, Over Dosis & Bertentangan dengan Ajaran 

Islam, http://www.satumedia.info/2012/03/mui-putusan-mk-sembrono-over-dosis.html, diakses 

pada tanggal 28 Maret 2012 
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Dampak positif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terbuka kesempatan bagi 

para anak diluar nikah untuk mendapatkan hak nafkah, waris dan lain sebagainya. 

Dampak negatifnya putusan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai 

melanggar ajaran Islam dan tatanan hukum islam. Hukum islam menyatakan 

bahwa, status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya 

dengan anak zina dan anak li’an. Dampak negatif lainnya hadir dalam segi teknis 

dengan adanya putusan MK ini, maka keadaan itu semua berubah dan merepotkan 

pembagian warisan yang dilakukan oleh notaris.Sebaiknya Mahkamah Konstitusi 

hanya mengabulkan permohonan pemberian status anak luar kawin dari pernikahan 

siri bukan anak dari hasil zina. Karena tentunya hal ini membawa dampak yang 

bukan hanya teknis tetapi ideologis dan akidah umat islam. 

PENUTUP 

 Dalam bagian ini akan disampaikan sedikit tentang analisis penulis terhadap 

dua pandangan hukum yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Hukum 

positif, HAM, dan hukum islam adalah tataran hukum yang mengitari sekaligus 

menaungi perilaku seorang warga negara muslim yang tinggal di Indonesia. 

Sehingga apabila terjadi suatu penyelewengan atau tindakan yang kurang berkenan 

dari seorang warga negara, pastinya akan bersinggungan dengan salah satu atau 

kesemua tataran hukum tersebut. 

 Dalam hal perlindungan terhadap status dan hak anak pasca putusan MK 

ini, terdapat sedikit perbedaan antara ketiga landasan persepsi masyarakat ini, yang 

memungkinkan setiap warga memiliki cara pandang dan pendapat yang berbeda 

satu di antara lainnya. Oleh sebagian kalangan umat islam, yang melihat bahwa 

pencatatan perkawinan adalah wajib dan melihat putusan ini dari dampak yang 

akan lahir pasca putusan ini. Mereka menilai bahwa dengan menerima putusan ini, 

berarti membuka peluang terhadap praktek perzinahan. Menurut mereka, putusan 

ini akan memberikan celah hukum bagi mereka yang berniat untuk melakukan 

perzinaan atau sudah terlanjur masuk di dalamnya. Mereka menilai bahwa anak 

yang lahir dari pernikahan sirri tidak sah, tidak memiliki hubungan keperdataan 

dengan ayah dan keluarganya, dan menggolongkannya sebagai anak-anak hasil 

perbuatan zina maupun sumbang.  

 Berbeda halnya denganKPAI, sebagai badan yang tugasnya melindungi 

segala sesuatu yang berkenaan dengan anak, sangat setuju dengan putusan ini, yang 

mereka nilai sebagai suatu tindakan yang cerdas guna melindungi hak anak. Bagi 

mereka, anak semuanya sama dalam hal penerimaan hak dan melaksanakan 
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kewajiban, tanpa melihat kepada perlakuan orangtua yang melahirkan mereka dan 

status yang melekat pada mereka. 

 Mahkamah konstitusi melalui putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 telah 

melakukan sebuah penciptaan hukum yang baru mengenai status hukum anak di 

luar perkawinan. Adapun inti pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan 

tersebut adalah: 

a. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak, tidak semata-mata 

karena adanya ikatan perkawinan dengan ibunya, akan tetapi dapat juga 

didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan 

leki-laki tersebut sebagai bapak. 

b. Hak seorang anak, tanpa memandang status perkawinan kedua orang 

tuanya, harus mendapatkan perlindangan dan kepastian hukum yang adil, 

karena pada dasarnya, hukum tidak mengenal istilah dosa turunan 

 Sedangkan ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 43 ayat (1) 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata adalah: 

I. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang 

pengakuan terhadap anak luar kawin. 

II. Kerugian sosial-psikologis yang diterima anak luar kawin belum dapat 

sepenuhnya dipulihkan dengan adanya ketentuan hubungan perdata dengan 

bapak biologisnya, karena stigma anak luar kawin masih melekat pada diri 

anak tersebut. 

III. Pembukatian hubungan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya 

melalui tes DNA, dapat dilengkapi atau dapat dibuktikan dengan alat bukti 

lain yang telah diatur oleh Undang-Undang. 

 Jadi, apabila kita menggunakan metode al jam’u antara dua pendapat yang 

berbeda di atas, dengan mempertimbangkan semua pertimbangan dari kedua 

pendapat, kita dapati bahwa keduanya bertemu dalam hal memperhatikan maslahah 

anak. Apapun pendapatnya, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kerugian 

sosial-psikologis yang belum bisa dihindarkan dengan menggunakan pendapat 

yang mendukung putusan MK, sesungguhnya dapat dihindarkan dengan menjauhi 

pernikahan sirri. Akan tetapi, dengan fakta yang telah ada, bahwa saat ini sudah 

ada puluhan juta anak di negara ini yang dikategorikan sebagai tidak sah, dan tidak 

bisa serta-merta dibiarkan menguap begitu saja tanpa adanya solusi yang jelas, 

putusan MK adalah solusi terbaik saat ini. Wallahu a’alm bish shawab. 
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